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ABSTRACT

Balerante Village, Kemalang District, Klaten Regency, is an area partially
located within the Mount Merapi Disaster-Prone Area (Kawasan Rawan
Bencana/KRB), including KRB III, which is categorized as having a high level of
volcanic eruption hazard. Normatively, this area is designated as a protected area
with restrictions on residential development. However, residential settlements and
various community activities continue to exist due to historical, social, economic,
and cultural factors. This condition reflects the dynamic relationship between
spatial planning policies, community livelihood needs, and disaster risk reduction
efforts.

This study aims to analyze spatial utilization guidelines based on spatial
planning policies, as well as to identify spatial control measures in disaster-prone
areas of Balerante Village. A descriptive qualitative method was employed,
utilizing data collection techniques such as document studies, field observations,
and spatial analysis using Geographic Information Systems (GIS) through overlay
techniques.

The results indicate that spatial utilization guidelines in Balerante Village
are classified into three zones: the Prohibited Zone in the National Park and water
bodies; the Development Zone in community plantations and rural settlements
within the cultivation zone, and the Conditional Development Zone in community
plantations and rural settfements within the protected zone. The most suitable form
of spatial utilization control is a preventive incentive and disincentive instrument.
This approach is applied according to the hazard characteristics of each zone to
manage the intensity of spatial use without displacing community activities that
have developed over generations.

Keywords: spatial utilization, spatial control, disaster-prone area, Mount Merapi,
Balerante Village.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan ruang
menyebabkan tekanan yang semakin besar terhadap pemanfaatan lahan,
khususnya diwilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, Tanpa
pengendalian tata ruang yang memadai, pemanfaatan lahan dapat berlangsung
pada area yang tidak sesuai dengan karakteristik fisiknya dan berpotensi
membahayakan masyarakat ketika terjadi bencana alam. Hal ini sejalan dengan
pernyataan bahwa penggunaan lahan yang tidak mempertimbangkan kondisi
wilayah akan meningkatkan risiko keberadaan masyarakat dikawasan rawan
bencana. Fenomena ini terjadi di banyak wilayah rentan di Indonesia, termasuk
di kawasan rawan erupsi Gunung Merapi (Mardalena & Wibowo, 2023).

Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api paling aktif dan
berbahaya di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan tingkat
kerawanan bencana geologi yang tinggi. Hal ini karena Indonesia berada pada
pertemuan tiga lempeng tektonik dan jalur cincin api dunia (Ring of Fire), yaitu
pertemuan lempeng tektonik yang membuat wilayahnya sering mengalami
letusan gunung berapi hingga gempa bumi (Rachmawati Laksmi, 2018). Erupsi
Merapi pada Oktober-November 2010 tercatat sebagai salah satu yang terbesar
dalam sejarah, menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang
signifikan di wilayah Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, dan Klaten
(BNPB, 2011). Pascabencana tersecbut, wilayah di sckitar Merapi telah
ditetapkan sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi oleh
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) (Rachmawati
Laksmi, 2018).

Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Api ditetapkan scbagai
kawasan lindung yang mempunyai tujuan utama melindungi kelestarian
lingkungan, termasuk sumber daya alam dan buatan. Penetapan KRB Gunung
Api untuk mendukung upaya perlindungan lingkungan dan keselamatan

manusia melalui pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada



wilayah berisiko tinggi (Nugraheni dkk., 2025). Peraturan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan
Kawasan Rawan Bencana Geologi menurut peraturan tersebut, KRB Gunung
Api mencakup area yang sudah pernah terkena dampak atau dianggap berisiko
terkena bahaya letusan gunung berapi, baik secara langsung maupun tidak
langsung. KRB Gunung Api dibagi berdasarkan tingkat kerawanan terhadap
bahaya erupsi gunung api. KRB diklasifikasikan menjadi KRB III (tinggi),
KRB II (menengah), dan KRB I (rendah).

Berdasarkan Peraturan Presiden No 70 Tahun 2014 tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi menectapkan
Kecamatan Kemalang di Kabupaten Klaten dan Kecamatan Cangkringan Di
Kabupaten Sleman masuk kedalam Zona L2 (Zona Lindung), yang merupakan
Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yang terdampak langsung, berpotensi
terkena kembali dampak erupsi Gunung Merapi berupa awan panas dan
material panas lainnya serta berdampak besar pada manusia, permukiman, dan
infrastruktur. Pusat Vulkanologi & Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)
melalui Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) menetapkan sebagian wilayah
Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, khususnya Desa Balerante,
Sidorejo, dan Tegalmulyo, termasuk dalam zona Kawasan Rawan Bencana
(KRB) gunung api tingkat III, yaitu zona dengan ancaman langsung berupa
awan panas, aliran lava, aliran piroklastik, dan lontaran material yang sangat
berbahaya. Berdasarkan rekomendasi pedoman teknis geologi nasional, zona
KRB Il tidak direkomendasikan untuk aktivitas permukiman, fasilitas
pendidikan, fasilitas kesehatan, dan bangunan permanen lainnya karena
tingginya potensi bahaya yang mengancam keselamatan manusia.

Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang
menimbang bahwa secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia
berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang
berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan
kenyamanan kehidupan dan penghidupan. Ketentuan tersebut kemudian

dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021



tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang menckankan bahwa setiap
kegiatan pemanfaatan ruang wajib memperhatikan daya dukung dan daya
tampung lingkungan, serta potensi risiko bencana. Dalam Permen ATR/BPN
No. 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Dan Pengawasan Penataan Ruang, menegaskan bahwa pengendalian
pemanfaatan ruang merupakan instrumen strategis untuk memastikan bahwa
penggunaan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, khususnya pada kawasan-
kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana. Instrumen
ini bertujuan untuk mencegah dan membatasi aktivitas pemanfaatan ruang
yang memperbesar risiko bencana, termasuk pembangunan permukiman yang
tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang.

Meskipun sebagian wilayahnya berada pada Kawasan Rawan Bencana
(KRB) Gunung Merapi dengan tingkat ancaman tinggi, aktivitas permukiman
dan berbagai kegiatan masyarakat masih berlangsung hingga saat ini. Kondisi
tersebut menunjukkan adanya dinamika pemanfaatan ruang pada kawasan
yang secara normatif memiliki pembatasan pemanfaatan ruang untuk
mengurangi risiko bencana. Selain aktivitas permukiman, Desa Balerante juga
mengalami perkembangan aktivitas ekonomi berbasis wisata yang didukung
oleh potensi alam lereng Gunung Merapi. Di sisi lain, aktivitas pertambangan
material vulkanik juga masih dijumpai di kawasan sekitar lereng Merapi.
Perkembangan berbagai aktivitas tersebut berpotensi meningkatkan tekanan
pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana apabila tidak dikelola sesuai
dengan arahan tata ruang dan prinsip pengurangan risiko bencana. Apabila
tidak dikendalikan secara tepat, aktivitas tersebut berpotensi meningkatkan
kerentanan masyarakat, menurunkan fungsi lindung kawasan, serta
mengganggu infrastruktur pendukung mitigasi bencana seperti jalur evakuasi
(Wibowo dkk., 2024). Pembangunan lahan terbangun di wilayah tersebut harus
sejalan dengan kebijakan tata ruang yang sudah ditetapkan. Di daerah rentan
terhadap bencana, penggunaan lahan berpotensi mengalami Kerugian dari
kejadian alam yang berbahaya. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan

yang tepat sangat penting untuk mengurangi potensi bahaya (Firdaus &



Yuliani, 2022).

Daerah di sekitar Gunung Merapi telah memiliki regulasi teknis yang
secara khusus mengatur kawasan rawan bencana gunung api, seperti
Kabupaten Sleman melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011
tentang Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi. Sementara itu, di
Kabupaten Klaten pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan
bencana masih mengacu pada RTRW Kabupaten Klaten dan berbagai regulasi
penataan ruang yang lebih umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
pengaturan kawasan rawan bencana gunung api di Kabupaten Klaten masih
bertumpu pada RTRW dan regulasi penataan ruang yang bersifat umum, serta
belum didukung oleh regulasi teknis khusus sebagaimana yang dimiliki
Kabupaten Sleman.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian yang berjudul “Pemanfaatan
Dan Pengendalian Ruang Pada Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi
(Studi Kasus: Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten)”
penting dilakukan untuk memahami bagaimana arahan pemanfaatan ruang
diterapkan, bagaimana dinamika pemanfaatan ruang yang terjadi, serta
bagaimana pengendalian ruang dilaksanakan pada kawasan rawan bencana
yang masih dihuni masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan kebijakan penataan ruang yang lebih adaptif
terhadap risiko bencana sekaligus memperhatikan keberlangsungan kehidupan

masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian diatas, maka rumusan
masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana arahan pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana
Gunung Merapi di Desa Balerante berdasarkan kebijakan penataan ruang
yang berlaku?

2. Bagaimana bentuk pengendalian ruang pada Kawasan Rawan Bencana

Gunung Merapi di Desa Balerante?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini
yaitu:
a. Menganalisis arahan pemanfaatan ruang berdasarkan kebijakan
penataan ruang pada Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi di
Desa Balerante.
b. Mengidentifikasi bentuk pengendalian ruang pada Kawasan Rawan

Bencana Gunung Merapi di Desa Balerante.

2. Manfaat Penelitian
Manfaat dalam penelitian ini mencakup manfaat dari segi
akademis, segi praktis, dan dari segi sosial sebagai berikut:
a. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik
mengenai pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang pada kawasan
rawan bencana gunung api, terutama dalam memahami hubungan
antara kebijakan tata ruang dalam pengelolaan kawasan rawan
bencana.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi
pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penyusunan serta
pelaksanaan kebijakan penataan ruang pada kawasan rawan bencana
dan menjadi bahan evaluasi dalam menyusun Rencana Detail Tata

Ruang (RDTR)



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Arahan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi
di Desa Balerante

Arahan pemanfaatan ruang di Kawasan Rawan Bencana Gunung
Merapi Desa Balerante merupakan hasil sintesis antara Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2014, RTRW Kabupaten Klaten, dan zonasi Kawasan
Rawan Bencana Gunung Merapi. Hasil sintesis tersebut menghasilkan tiga
bentuk arahan pemanfaatan ruang, yaitu Zona Larangan, Zona
Pengembangan, dan Zona Pengembangan Bersyarat. Sintesis tersebut
menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang di Desa Balerante diarahkan
melalui upaya menyeimbangkan fungsi lindung kawasan, dan kebutuhan
ruang masyarakat sebagai bentuk implementasi kebijakan penataan ruang di
kawasan rawan bencana Gunung Merapi.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Desa Balerante

Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai diterapkan
pada Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi di Desa Balerante adalah
instrumen insentif dan disinsentif yang bersifat preventif. Pemilihan
instrumen pengendalian diarahkan untuk mencegah peningkatan risiko
bencana tanpa menghilangkan keberadaan permukiman dan aktivitas
masyarakat yang telah berkembang secara turun-temurun. Bentuk
pengendalian tersebut disesuaikan dengan karakteristik ancaman pada
sctiap zona arahan pemanfaatan ruang. Pada Zona Larangan, yang
mencakup kawasan Taman Nasional dan badan air, pengendalian dilakukan
melalui pembatasan pembangunan fisik, pencegahan alih fungsi lahan, serta
perlindungan fungsi ckologis dengan pemberian penghargaan dan
kompensasi bagi masyarakat yang mempertahankan fungsi lindung
kawasan. Pada Zona Pengembangan, yang mencakup kawasan perkebunan
rakyat dan permukiman perdesaan pada zona budidaya, pengendalian

diarahkan melalui pemberian insentif bagi praktik budidaya dan
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permukiman yang mendukung mitigasi bencana, serta disinsentif terhadap
perubahan lahan menjadi kawasan terbangun di luar ketentuan. Sementara
itu, pada Zona Pengembangan Bersyarat, yang mencakup kawasan
perkebunan rakyat dan permukiman perdesaan pada zona lindung,
pengendalian difokuskan pada pembatasan perluasan permukiman dan
lahan terbangun baru, peningkatan kualitas bangunan dan fasilitas mitigasi
bencana, serta penerapan konsep living in harmony with disaster sehingga
permukiman dan aktivitas budidaya eksisting tetap dapat dipertahankan
tanpa mendorong berkembangnya kawasan terbangun baru. Dengan
demikian, penelitian ini mengidentifikasi bahwa bentuk pengendalian ruang
di Desa Balerante berorientasi pada pengendalian intensitas dan arah
perkembangan pemanfaatan ruang pada setiap zona agar tetap selaras
dengan fungsi lindung dan tingkat kerawanan bencana, untuk menjaga
keseimbangan antara perlindungan kawasan rawan bencana dengan

keberlanjutan kehidupan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

B. Saran
1. Saran Praktis
Pemerintah Kabupaten Klaten perlu segera menyusun Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kemalang sebagai dasar
pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih rinci di kawasan rawan
bencana Gunung Merapi. Selain itu, pengawasan terhadap pembangunan
fasilitas wisata dan pertambangan material vulkanik perlu diperkuat melalui
pembatasan area tambang, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran
guna menjaga fungsi ekologis kawasan dan kelancaran jalur evakuasi.
2. Saran Penelitian Selanjutnya
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas pengendalian
pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana setelah tersusunnya
RDTR. Selain itu, penelitian dapat diarahkan pada analisis daya dukung dan
daya tampung lingkungan terhadap pengembangan desa wisata di
kawasan rawan bencana Gunung Merapi untuk menentukan batas

pengembangan yang aman dan berkelanjutan.
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